Perlindungan Korban dan Saksi di Pengadilan Pidana Internasional dalam Upaya Penegahan Hak Asasi Manusia Abstrak by Natamihardja, R. (Rudi)
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI
DI PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL DALAM UPAYA
PENEGAIIAN HAK ASASI MANUSIA
RUDI NATAM IIIARDJA
FH UNILAJlSo€mdlri Brojonegoro No. I Band!r,rnpung
Abstrak
The establishment of Internatiohal criminal courts (ICC) is an attempt of
enforcemenl of human rights to judge intcmational criminal cases: the crime of
genocide, crinles agaihst humttnity, wal crimes and the clime of aggtession. Its
creation is a uniyersal respect of human rights and a stctle law, This research tried to
anster how ICC protects the ietims ahd witness ahd how they can get their
reparationr. This research used a normati\,e research lhat analyze oJ Rome Statute
and Rules of Procedure and Evidence of ICC and Resolution of assemble genera! on
the creation of Intematlonal Criminal Tribunal for Fonner Yugoslavia (CTy.1 and
Intemotional Crihihal Court for Ruanda (ICTR). I.found that ICC ga|e more
protection to the victims akd witness than ICTI and ICTR. The.,)ictim ltad also the
rights for reparation, mateial and immateriut.
Kqt words: Intemational Ciminal Court, l%mun rights, and victim
I. PENDAHULUAN
Mengingat bahwa selama berabad-
abad manusia telah menjadi korban dari
kekejaman tak t€rbayangkan yang menge-
jutkan hati nurani kemanusiaan. Menyadari
bahwa kekejaman tersebut sebagai anca-
man terhadap perdamaian, keamanan dan
kesejahteraan dunia. Bertekad untuk me-
ngakhiri kekebalan bagi para pelal'u keja-
hatan tersebut dan memberikan konlribusi
pencegahan kejahatan tersebut,. - Bertekad
untuk mengkahiri kekejaman dan m€n-
capai tujuan tersebut untuk kepentingan
saat ini dan di masa yang akan dataog
melalui pembentukan
Pengadilan Pidana Intrenasional
lang permanen dan indepentlen ... Prinsip
ke 4 dari Deklarasi Prinsip-prinsip Keadil-
an bagi Korban Kejahatan dan Penyalah-
gunaan Kekuasaan yang disahkan oleh
PBB. Resolusi PBB Nomor 40-34 disah-
kan oleh Mejelis Umum PBB. (Dapat
dilihat di http://www. co e.lntlt/d,Ehv
standardsetting/victimVRes 40_34f pdf
diakses pada tanggal2T F ebruari 2012).
Setiap orang mendapat jaminan
perlindungan untuk melaksanakan hakny4
hal ini merupakan kewajiban setiap negara
untuk menjamin pelaksanaan hak warga
ncgaranya. Setelah berakhimya Perang
Dunia kedua terjadilah perubahan radikal
di tubuh Perse katan Bangsa-Bangsa
(PBB). Perubahan tersebut berupa pem-
berian jaminan terhadap hak-hak manusta
kepada masyarakat intemasiorcl. Hal ini
tercartun dalam paragraf kedua Piagam
PBB "to reqffirn faith ini fundamentol
human rights, in the dignity and tnrth of
the human person, in the equal rights of
men and \r,omen and of nations large and
small". (le4emahat bebasnya'tntuk
menegaskan kembali p€{uangan akan hak
asasi manusia, atas madabat dan nilai
pribadi manusia, dalam persamaan hak
perempuar terhadap laki-laki dan per-
samaan hak antara bangsa kecil dan
besar")
Perang Dunia kedua telal menelan
lebih dari 62 juta korban, sebagian besar
adalah penduduk sipil. Lembaran sejarah
tersebut merupakan hal yang sangat pen-
ting dan tak dapat dilupakan oleh kita
semua. OIeh karena itu hak asasi manusia
harus mendapatkan jaminan kepastian
hukum yang tertinggi. Hal inilah yang
menjadi salah satu tujuan utama disah-
kannya Konvensi Hak Asasi Manusia
"United Charter of Human Rights " ata.':.
disebut dengan Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUHAI\4) dimana tujuan
utana diciptakannya ialah untuk melin-
dungi martabat manusia.
Piagam DUHAM menjamin tidak
adanya diskriminasi. Hal ini tercantum
dalam Pembukaao Piagam terscbut. Selan-
jutnya Pasal 7 DUHAM memberikan pen-
jelasan yang lebihjelas. Dinyatakan dalam
Piagam tersebut bahwa diskiminasi harus
dihapuskan dan penegakan hukum harus
dilakukan. Semua umat manusia memiliki
kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Prinsip-prinsip rersebur sangal penling
bagi masyarakat intemasional dan tentrnya
yang lebih utama ialah perlindungan terse-
but harus dapat ditegakar dan dilak-
sanakan pada tingkat nasional maupun
intemasional.
Setiap pengadilan, baik itu pada
tingkat nasional maupun intemasional,
harus dapat menjamin perlindungan setiap
pihak dalam pelaksanaannya. Perlindungan
tersebut merupakar titik sentral yang dapat
memberikan jaminan terciptanya prcses
hukum yang tidak memihak. Paragraf ak-
hir dari Pembukaan Statuta Roma mene-
gaskan bahwa keingioan negara 'hntuk
menjamin secara berkesinambungan peng-
hormatan hukum intrenasional dan penera-
parurya", hal ini berimplikasi pelaksanaan
dan penghormatan hukum yang adil.
Penulis mempenanyakan mengenai
perlindungan yang diberikan oleh Penga-
dilan Pidara Intemasional "International
Cr hinal Court" (lCC) kepada korban
kejahatan internasional. Sebelurh tercip-
tanya ICC tefiapal pe'Jgadrlan ad hock
seperti : Pengadilan lntemasional untuk
bekas Yugoslavia (International Ciminal
Ttibunal for former Yugoslatia yar;.g
selanjrrtnya disingkat dengan ICTY), dan
Pengadilan Intemasional untuk Ruwanda
(hternational Criminal Tribunal for
Ruanda yang selwrjntnya disingkat denga[
ICTR). Bagaimana korban diperlakukan
oleh ketiga Pengadilan tercebut ? apakah
Korban mendapatkan perlakuan yang adil?
Korban ialah orang, baik itu individu
maupun kelompok, yang menderita ke-
rugian, termasuk menderita secara fisik
atau mental, menderita secara emosional,
ekonomi atau terampasnya hak-hak fun-
damental mereka melalui tindakan atau
kelalaian yang melanggar hul':um pidana
yang berlaku di suatu negara aDggota ICC,
termasuk pelanggaran yang berbentuk
penyelahgulaan kekuasaan. (Paragaf per-
tama Deklarasi Prinsip-prinsip dasar kea-
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dilan yang berkenaan d€ngan korban
kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan).
Korban kejahantan Hukum Pidana
Intemasional berada pada posisi yang
sangat sulit, secara pribadi si korban men-
dapat kerugian fisik, psikis, moral atau
ekonomi. Korban menderita akibat keja-
hatan yang dilakukan secara nyata yang
diakibatan oleh individu atau kelompok.
Korban berada dalam situasi lebih sulit
dikala harus memikul beban menjadi saksi.
Bagaimanakah Pengadilan Pidana Intema-
sional dapat menjamin keharasiaan iden-
titas korban agar tidak terungkap ke muka
umum terutaman diketahui oleh tersangka
? Dapatkah korban menolak memberikan
kesaksian ?
Pada tingkat intemasional kejahat-
an pidana intrenasional menelan korban
yang sangat banyak. Akibatnya PBB mem-
berikan perhatian yang khusus terhadap
kejahatan Pidana Intemasional tersebut.
Terciptarya Pengadilan Intemasional un-
tuk Bekas Yugoslavia, "Interhational Cri-
minal Tribunal for the foraer Yugoslaia"
(ICTY), pada taxLggal 22 Februari 1993
dan pengadilan Intrenasional untuk Ru-
wu\da, "lntemational Criminal Tribula
for Ruwvnda" (ICTR), pada tanggal 8
Nopember 1994 melalui keputusan Dewan
Keamanan mengemukakan pentingnya
pemberian sanksi terhadap pelanggaran
hukum internasional. Komisi pidana inter-
nasional mengingatkan kembali pen-
tingnya penerapan Pasal 8 DUHAM tahun
1948. (Setiap omng memiliki hak atas
pemulihan yang efektif dari pengadilan
nasional yang kompaen terhadap tindakan
pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan
kepadanya oleh Konstitusi atau oleh
Ketentuan Hukum lain).
Di satu sisi, pembentukan Penga-
memberikan jaminan yang cukup kuat.
Oleh karena itu, pada tahun 2002 ICC
dibentuk dengan misi untuk meminta
pertanggun&jawaban kepada meraka yang
tersangka melakukan kejahatan genosid4
kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan
perang.
Kofi Aman (Seketaris Umum
PBB ke tujuh dengan masa jabatan 1997-
2006). berpendapat bahwa ICC merupakan
( pemberi harapan untuk genemsi masa
depan dan merupakan langkah yang besar
menuju penghorrnatan HAM dan negara
hukum ).
Pendirian ICC berdasarkar Statuta
Roma, yang disalftan pada tanggal 17 Juli
1998 di Rom4 Italia. Statuta Roma ter-
sebut menjelaskan pelaksanaan Penga-
dilan. Statistik menunjukkan bahwa dari
133 negara yang menandatangi Statuta
Roma terdapat 120 negara yang merati-
fikasinya, hal ini bermakna bahwa terdapat
'72 rreEala anggota PBB yang belum mau
tunduk kepada ketentuan ICC. (Dapat
dilihat perkembangan keanggotaan ICC di
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ states+
parties/ di akses pada tanggal I Maret
2012).
Salah satu alasan utama dibentuk-
nya ICC adalah kelemahan dan kurangnya
perlindungan terhadap korban yang terjadi
di ICTY dan ICTR. Hal ini dapatlah
dipahami oleh karena pembentukan kedua
Pengadilan tersebut ialah untuk membefl-
kan hukuman secepat mungkin para pelaku
kejahatan pidana intemasional. Akibatnyq
perlindungan terhadap korban menjadi
terabaikan. Oleh karena itu ICC telah
belajar dad pedstiwa ini dan bertekad
nenyelesaikan permasalahan tersebut
Alasan lain yang melatar belakangi
pembentukan ICC ialah tidak seimbangnya
dilan tersebur. vajtu ICTY dan ICTR. l idak iumlah putusan halim dengan jumlah
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pelanggaran yang terjadi, Terdapat banyak
pelanggaran yang tidak dapat ditindak dan
terdapat banyak peristiwa penting yang
belum terselesaikan. Selain itu, pekerjaan
yang berat ini harus diimbangi dengan
penghargaal yang sesuai untuk para hakim
dan tentunya situasi yang kondusi dan
nyaman bagi para pegawai ICC. Pemben-
tukan pengadilan permanen melupakan hal
yang dapat membaDtu terlaksananya pe-
kedaal dan pengembangan ke arah yang
lebih baik walaupr.m dengan banyaknya
peristiwa dan kasus yang akan dihadapi.
Keadaan inilah yang memberikan peluang
terciptanya pengadilan permanen tindak
pidana intemasional di Den Haag,
Belanda.
Kasus pertama yang diangkat oleh
ICC yaitu kasr-rs Thomas Lubalga. Pers!
dangan dimulai pada tanggal 26 Januari
2009. Lubanga merupakan tersangka
pelaku kejahatan perang, dia dituduh telah
telah menggunakan anak sebagai tentara
dan menjadikan mereka alat pennusuhan.
Hal ini melanggar Pasal 8-2-b-xxvi Statuta
Roma. Melihat proses berjalannya pcrsi-
dangan tersebut, merupakan suatu pemba-
haruan penting yang telah dilakukan
selama persidangan, untuk pefiama kali
dalam sejarah Pengadilan Intemasional,
seorang korban dapat berpartisipasi dan
memberikan kesaksian di hadapan sidang.
Terdapat 93 korban yang berpartisipasi
dalam perkaran ini. Mereka terdiri cnik-
anak yang pada saat persaksian diarnbil
telah mencapai usia dewasa, Mereka
mendapat peldampingan hukum selana
menjalankan persidangan.
Inovasi inilah yang mengakibat kan
peneliti mempertanyakan tteberapa hal :
yaitu, dibandingkan dengan Pengadilan ad
l'oc ICTY dan ICTR, perlindungar seperti
Jika terdakwa dinyatakan bersalah bagai-
mana korban mendapatkan ganti rugi, dan
dalam bentuk apakah ganti rugi ter-
sebut diberikan ?
Berdasarkan uraian pendahuluan di
atas, permasalahan yang diangkat oleh
purulis, ialah bagaimam dan apakah upaya
yang dilaltukan oleh Pengadilan Pidana In-
ternasional dalam rangka memberikan per-
lindungan korban dan saksi tindak pidana
intemasional (genosida, kejahatan terhadap
kemanusiaan dan kejahatan perang).
(Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma menge-
nai ICC, yuridiksi Pengadilan mencakup
empat bidary kejahatan yaitu: l)
Kejahatan Genosida atau yang dikenal
dengan pembunuban yang dilakukan de-
ngan tujuan untun menghilangkan suatu
suku, bangsa, agarB atau golongan. 2)
Kejahatan Kemanusiaan. 3) Kejahatan
perang, yaitu tindak kejahatan yang
diakukan selama perang berlangsung, 4)
Kejahatan Agresi).
II. PEMBAIIASAN
Perlindungan Korban dan Saksi oleh
Pengadilan Pidana Internasioml
Pengadilan Pidana Intemasional,
yang selanjutnya disebut deogan ICC,
memberikan perlindungan kepada korban
dan saksi. Seperti apakah thdakan nyata
yang dilakukan oleh ICC ? Pada sub bab
dibawah ini akan dibahas secara sisteoatis
: pertama, pembuftrkan bidaug perlindu-
ngan korban dan saksi, darr kedua tndakan
nyata yang dilakukan oleh ICC dalam
melindungi ko6an dan saksi.
apalah yang dijamin oleh Statuta Romr ?
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1. Pembentukan Bidang Perlindungan jaminan dan keamanan korban dilaku-
dan Kearnanan Bagi Korb.n dan kan melalui langkahlangkah yang
Saksi memadai serta menetapkan rencana
untuk melindunsi dalam wakru oen-trero asarKan raKra yang reqaol
dek maupun iangka paniang. Perlin-ol oua rengaollan proana Intemasronal
(tcry dan ocrR), pemasalahan dungan tersebut harus diberikar kepa-
da semua kalangan . lefinasuk anggotautatna lefletaK Dxoa sulllnva Korban
mmemuKan temparnya ot pangaolran
ancam dikarenakan keberadaan ICC.mtetl lastonal.  loaKlan muoan oaql
- Bidana Perlindunsan dan Keamanankorban menvelesa (an suatu oefma-
salahan dimana dia merupakan iorban Korban dan saksi berkewajiban meno-
dari kejahatan tersebut. Bagi korban, long korban untuk mendapatkan pera-
menampakan diri dihadapan penga- watan medis' ottk:':g"'. dan mere-
dilan intemasional -".upakuo .ultu komendasikan' setelah terlebih dahulu
resiko yang diambil, Dli merupakan berkonsultasi dengan Bagian Penuntut
a[caman atas keselamatan nyawanya. umunL rengembangkM kode etik'
Langkah awal terpenting bagi menekankan betapa pentingnya ke-
Icc yaitu menemukan jalan keluir amanan dan kerahasiaan bagi para
terhadap tekanan dan ancaman yang penyidik' , 
pembela' dan. semua lem-
dihadapai oleh para korban. Hat ini baga swadaya rnasyarakat 
(LsM) yang
telah diantisipasi dalam Pasal 43-6 mengatasnamalan lcc.
statuta Roma'?aniter4 dalam kegiat- 
- 
Dinyatakan dalam Pasal 18
arnya, ialah suatu bagian yang mem- satuta.Rom4 tanggung iawab Bidang
berikan pertolongan kepada para kor- t*tTltlt-.01i *:amanan 
untuk
ban dan para saksi'. Bagian tersebut T*j'3lu--t9it]T, 11ara efektis
"-..bertugas, dengan berkerjasama de- o- "o:l:1 3tl1it ini memiliki rnisi
ngan penuntut umur! memberikan t:i^tlltl l"Y fara 
p-ekerja dalam
arahan dan bantuan (terutama kepada segala situasi selalu, menghormati ke-
saksi dan korban) dengan cam-cara rahasiaan dan ,tidak bertindak me-
yans sesuai (...) dan untuk me.enca- T*'u :111j:T':,:-"lthormati tuiuan
nakant indakan- t indakanuntukmenia- : tT iP:nu l t ' : lJm' l .m.da1p.a:saks i
min dan melindungi keamanen clarr kedua ?"lun i'lu* 
)eram' Iet-
mereka. dapat tugas tain, yaitu menyediakan,
Ketentuan omor 17 sampai ba€ipara korban dar sal<si Yang 
hadir
t9 dari "Rutes o7 rro""au," on o*".0*:" lit:1ll1r--Pldana 
lnter-
Evidence" (Dapatdit".i"rrluN.an-"i- li:'::l :::jl :11':an administratifjadi Peraturan pelaksanaan pembuk- t* "T;flifiil diabaikarL bah-
tian), selanjutflya disingkat dengan 
,uu k"r"iuttoo- korban adalah hal
RPE, menekankan lebih jelas men'"-
naitugasdaribidangpotino,ne-a'u-n lix ;x##"1 I;:*Tit?,tJ;
keamanan korban dan saksi. DinYa-
takan datam peraturan tersetut atiJa :-",T:-"t':T^:"j*3-Tental basi 
para
.............. :....... '..[".+3li..qi1sls-. l. ' l l ' lgY$el..qsi'p"iir,i",s'ikZ,ii, 
i"" s^t 
"i ai 
p*s"aitu'Pii^. ii,iin,il aa' tnudi Natanihordja) 2t 3
keamanan Korban dan Saksi harus
memiliki para ahli yaog dapat mema-
hami dan megobati trauma, terutama
bagi anak-anak dan bagi mereka yang
menjadi korban kekerasan seksual.
Pasal Iq menegaskan. Bidang rni
dapat didukung oleh para spesialisasr
sepeti polisi yang menangani perlin-
dtmgan, para ahli hukur4 orang yang
memilii keahlian di bidang trauma
perang, pengungsian, kekerasan seks-
url. perawar atau dolcer. pcndampirrg.
atau penedemall
Untuk membantuk pa.ra korban
dalam berpartisipasi dalam persidang-
an dan dalam pengajuan ganti rugi.
suatu unit khusus telah dibentuk di
kantor Bidang Perlindungan dan
Keamanan Korban. Unit t€rsebut me-
namakan Bidang Partisipasi dan Ganti
rugi, yang bersifat independen dari
Bidang Perlindungan dan Keamanan
Korban dan Saksi.
2. Tindakan-tindakan PerlinduDgtn
terhadap Korban selama Sidang
Tujuan '?r/eJ of Procedure
an Eridence" yaifi menghindari kcm-
bali muncuJnya trauma korban keke-
rasan seksual atau melindungi nya\-va
para korban.
Berdasarkan Pasal 68 alinea 2
'lengecualian terhadap transpar:nsi
persidangan, pengadilan dapat, untuk
melindungi korban, meminta persi-
dangan tertutup sebagian atau seluruh-
nya atau dilalekan melalui sarana
elektronik atau sarana lain yang
mendukung karahasiaan korban dan
saksi". Pengaturan seperti ini sangat
diutamakan bagi para korban anak dan
kekerasan seksual. Berdasarkan kepu-
214 PR)NATA HUXAM yotune 7 Nonot 2 Juti 20t2
tusan Dewan Sidang, para korban
dapat membedkan kesaksiarmya di
Pengadilan dengan didampingi orang
yang diberi kepercayaan sepefii kon-
sultan, wakil korban, psikolog, atau
sanak keluarganya.
Dafam Kentuan 87 "Rules of
Procedure an Evidence", Statuta ICC
mengantisipasi suatu cara untuk mem-
berikan jaminan kerahasiaan dengan
tetap memberikan hak-hak te$angka.
Beberapa kebijakan telah di-
arnbil bertujuan melindungi saksi dan
korban, misalnya, tidak dimunculkan-
nya nama korban dalam persidangal
yang digelar untuk umum. Selain itu,
larangan bagi penuntut unum, mem-
berikan informasi berkenaan dengan
identitas korban kepada pihali ketiga.
Penggunaan sarana elektrooik atau
metode laitulya untuk melindungi
wajah dan suara korban serta peng-
gunaan sarana video conference dan
televisi internal maupun metode lain-
nya, cam-c.rla untuk menutupi iden-
titas dalam rangka memberi gambaran
korban, serta tindakan untuk mela-
kukan peogadila-n tertutup untuk
umum.
Panitera harus menetapkan dan
meletakan tindakan-tindakan untuk
jangka pendek maupun jangka pan-
jang derni melindungi dan menjamin
keamanan. Tugas akhir Panitera ialah
bertanggungjawab mensosialisasikan
kepada setiap pihak, secara langsung
maupun tidak langsung terhadap aki-
bat yang ditimbulkan oleh pemben-
tukan ICC. ( Ketentuan 16-4 Rules of
Pro ce du re and Evide nce).
3. IIak Ganti Rugi Korban oleh
Pengadilan Pidana Intenasional
Pengadilan Pidara lnlemasio-
nal untuk bekas Yogoslavia (ICTY)
dan Pengadilan Pidana Intemasional
untuk Ruwanda (ICTR) tidak menye-
diakan ganti rugi untuk korban jika
penggantian hak-hak yang sah tersebut
bersekala kecil. Hal ini merupakan
kenyataan yang mengejutkan khusus-
nya hal ini terjadi pada tingkat penga-
dilan bersekala intemasional. Fakta
menunjukkan. para korban selama ini
tidak berhak mendapatkan kompensasl
atau ganti rugi, sementara tersangka
dan terdakwa mendapatkan perlin-
dungan hukum yarg sangat tinggi.
Sebagai contoh para wanita Ruwanda
yang terkena korban kekerasan
sek$al dan terkena penyakit AIDS
tidak mendapatkan penggantian yang
cukup, sementara pelaku kejahatan
yang berada dibalik tahanan menda-
patkan perlakuan dan pelayanan yang
sangat baik, Hal ini dikarenakan demi
menghormati hak-hak tersangka atau
terdakwa. Pasal 75 Statuta ICC
akhimya memberikan tempat yang
layak kepada para korban dengan cara
memberikan hak-hak ganti rugi secara
materil dan imateril,
4. Sistem Ganti Rugi Korban di
Pengadilan Pidana Intrnasional
Bagaimanakah cara mengaju-
kar ganti rugi kepada ICC ? Hal ini
sangat dimungkinkaq karena berda-
sarkan Pasal 75 statuta Roma
"Pengadilan harus menetapkrn prirsip
yang terkait dengan reparasi seperti :
restitusi, kompensasi, dan rehabili-
berdasarkan permintaan dari korban
atau 'berdasarkan ketua ICC dalam
keadaan luar biasa". Dapatlah diambil
suatu kesimpulan yang memberikan
kesempatan korban memperoles repa-
rasi : Korban dapat meminta secara
langsung kepada Pengadilan untuk
memberikan ganti rugi. Dalam hal ini,
korban harus membuat surat permo-
honan tertulis yang dikirimkan ke
Kontor Paniten ICC dengan menerap-
kan Pasal 94 Statuta Roma. Kesimpu-
lan kedua, dalam hal ini, selarna
persidangan, Pengadilan meminta
Panitera melakukan pemohonan ganti
rugi atas nama korban.
Kesepakatan ganti rugi dapat
juga dilakukan oleh Pengadilan. Ha-
kim bertindak dalam situasi ini jika
karenakan korban tidak memiliki ak-
ses terhadap keadilan, baik karena
mereka berada dalam keadaan miskin
atau dikarenakan para korban tidak
dapat mengungkapkan secara baik
permintaan hak-hak mereka ya.ng
seharusnya mereka dapatkan. Semen-
tar4 seperti ).ang tertera dalam Pasal
95 dart Rules of Procedure an
Evidence, jika Pengadilan memilih
sendi untuk menyediakan ganti rugi
kepada korban, Pengadilan harus
membelitahu. Melalui kedua prirLsip,
tuntutan ganti rugi haruslah diketahui
terutama oleh para korban, para ter-
dakwa dan semua pihak yang terkait.
I Mengenai jun ah ganti rugi
yang akan diberikan kepada para kor-
baq hal ini menjadi bahan pertanyaan
dikalangan intemasional. Pada dasar-
nya Ketentuan 97 paragraf I dari
Rules of Procedure and Evidence
menetapkan'tnengingat tingkat ke.u-
tasi'. Pengadilan dapat melakukan itu eian. kerusakan atau luka yang
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diderita korban, Pengadilan ICC dapat
menetapkan suatu ganti rugi terhadap
indivudi ataupun kolektif atau kedua-
nya secara bersamaan". Namun, Sta-
tuta Roma pembentukan ICC maupun
Pengaturan Pelaksana dan Pembuktian
tidak memberikan pengertian yang
jelas mengenai kerugian. Pada kenya-
taamya, hakim ICC yang memiliki
kewajiban menetapkan besamya ganrl
rugi setelah mendengarkan masukan
dari berbagai pihak. Berdasarkan Ke-
tentuan 97 RPE, Pengadilan dapat
juga menunjuk para ahli untuk menen-
tukan besarnya kerugian yang diderita
dan untuk "membedkan pendapat lne-
ngenai opsi-opsi mengenai ganti rugi
semacam apakah yang sesuai". Semua
pihak dalam persidangan berhak untuk
mengamati pendapat pendapat para
ahli tersebut.
Dapat diketahui bahwa saat mr
para hakim telah menetapkan barome-
ter ganti rugi yang dapat diterapkan
dalam berbagai situasi dan keadaan
ekonomi teldakwa dan bagaimana pun
keadaan Lekayaan egara tempat keja-
hatan tersebut erjadi. Tentu saja ter-
dapat batasana minimal dan maksirnal
jumlah ganti rugi lersebut. Hai rni
dikarenakan perkara ICC dimung-
kinkan memberi ganti rugi kepada
ribuan korba[ Secala hukum hal urr
tergantu dari anggaran yang diperun-
tukan kepada korban.
5. Sistem Pembayaran Kepada Korban
Ketika rapat antara negara
anggota Statuta ICC di Roma, negara-
negara anggota menanyalan mengerrai
pembiayaar dan gantirugi, yaitu me-
ngenai siapakah yang harus ber-
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tanggung jawab untuk membayar gan-
ti rugi tersebut. Keputusan atas peta-
nyaan tersebut menyimpulkan hanya
individulah yang harus membayar
ganti rugi tresebut kepada korban,
legara-negara dan badan hukum
(seperti perusahaan atau bank) tidak
akan memberikan kontribusi apa pun
terhadap denda yang harus dibayar-
kan. Keputusan ini memberikan ke-
puasan bagi beberapa Negara Barat
(Swiss dan Amarika Sedkat) yang
meyakini bahwa perusahaan-perusaha-
an mereka telah terlibat dan berker-
jasama degan penguasa yang divonis
telah melakukan kejahatan Pidana
Intemasional oleh ICC.
Banyak sekali korban Keja-
hatan Int€rnasional yang mengingin-
kan mendapat ganti rugi, namun yang
menjadi permasalahan utama ialah
ketidakmampuan terdakwa memba-
yamya. Oleh karena itu yang meng-
gantikan pembayaran tedakwa yang
tidak mampu ialah sumbangan suka-
rela dad negala anggota.
LangkahJangkah telah diambil
oleh Pengadilan Pidana Intemasional,
ICC, untuk menghindari terdakwa
menyelundupkan kekayaan atau men-
transfbrnya ke tempat lain agar diang-
gap tidak mampu. Untuk menang-
gulangi tindakan seperti ini, ber-
dasarkan Pasal 57-3 Statuta Roma dari
ICC, Pengadilan berhak'tnengambil
langkah-langkah k€rjasama antara
negara (...) untuk melakukan tinda-
kan-tindakan pengamanan dengan
tujuan pembekuan asset, khususnya
untuk kepentingan para korban".
III. PENUTUP
Berdasarkan uraian Pada Pemba-
tersebut diambil dari sumbangan negara
anggotaICC.
Jaminan Perlindungal dan keaman-
n*- ui"l,ll"fiIll J;; ;;l-;;;;' an va'e dtt*:n:'e1::: j*YT:ll
kesimpulan sebagai berikut' dari pada ICTY 
dan ICTR, namun masih
;;;:;;;";;;;;,,at court for terdapat beberapa 
kekuransan dalam tubuh
Reform Yugoslavia (ICTY) dan /zter- ICC'
national Ctiminal Court for Ruanda
fifn)."-p*un aua Pengadilan semen- DAFTAR PUSTAKA
tara yang dibentuk secara spontan bedasar-
mn'neJn.i Perserikatan Bangsa-Bangsa Buku
untuk menindak pelaku kejahatan intema- Huet Andr6, Koering-Joulin Renee' Droit
sional di bidang genosid4 kejahatan kema- pinal intemational' Paris' Presse
nusiaan, kelarratan perang dan kejahatan universitaire de France' 1994'
aeresi. Walaupun terdapat ketentuan yang L. WALLEYN, Victimes et t€moins de
oi"finaoogi korban da saksi, namun keter- cdmes intemationaux : du droit 
?t
""."- 
o-"t"4 pembentukan pengadilan une protection au droit de la parole'
iel."tot -"ogutitutkan terabaikannya RICR, mars 2000' vol 84' No 845'
;;-hnk p*" trban <tan saksi karena P. HAZAN, guide pratique ir I'usage 
des
*:r"*t"'"*." dibentunya Pengadilan victimes, RSF & reseau Damocldg
t"r."bui ialuh untuk menghukum sedini 2003'
.""rna na*" kejahatan pidana inter- R. BADNTER, De Nuremberg i la Cour
nasional P€nale Intemationale' 
in pouvoir'
Berdasarkan kelemahan dan kenda- 2o}ol92,
tu yar,g oinaaapi oleh ICTY dan ICTR' w BoURDoN, E' DUVERGE& 
la coar
-"i" itu*anr"n pengadilan t€tap keja- pinale intemationale ['e statut de
iJ- itt 
"-".a*t' 
taig dikenal dengan Roze' pr6face de R Badinter' seuil'
nana Internasional Criminal Court (ICC) coll. ( Points ), 2000
Pengadilan ini berupaya untuk menghor-
mari hak-hak korban dan saksi sehurgga sumber Lsir :
membentuk suatu Bidang yalg menanganl Deklarasi prinsip-prinsip funda mental
khusus yaitu Bidang Perlindungan oln peneadilan yang berkenaan dengan
Keamanan Korban dan Saksi Korban Kejahatan dan Korban
Pemenuhan hak-hak korban berupa penvelahgunaan Kekuasaan. Resol-
pendampingan p€nuh selama persidangan u.i' p"r"-"rit u,- Bangsa-Bangsa
oleh para atrli hukum dan pu* p1KI Nomor 40-14 ycng dekeluarkan
mengenai kejahatan intemasional'.selarn oleh Majelis Umum PBB mengenai
Itq iingtut ganti rugi yang harus dlbayar hporan Komisi Tiga (AJ40/881),
oleh terdakwa pelaku kejahatan proana 2g Nopember 1985.
intemasional juga diperhalikan Ganh rugr Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
tersebut harus dibayar oleh si lerdakwa.oan lq4s
iika tidak mampu ICC akan memhenxan'e.gri.+ei.rgpiEs.I9l9$.liT3re.9$t3. 
.-,""'i:'.i::,::";ni,i'iii,ilii"iiii.i""iii
';"',i,;;,;;:;k;;;;-;; 
saks' di Pensaditan Pidnna I'tcna'io at 
datam
Office ofthe special Representativ€ of the
Secretary-General for Children and
Arme Conflict, '"The Six Grave
Violrtions Against Children During
Armed Conflict: The Legal Foun-
dation",2009.
Premidre session de I'Assembl€e des Etats
Parties au Statut de Rome de la
Cour p6nale intemationale,3 au l0
septembre 2002.
Pengatuan Prosedur dan Pembuktian,
laporan Komisi Persiapan pemben-
tukan Pengadilan Pidana Intema-
sional, 1 Nopember 2000.
Statuta Roma mengenai pembentukan
Pengadilan Pidana Intemasional, 17
Juli 1998
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